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BUPATI S{,JMSA TIMUR
I

PERAIIURAN BUI'A'TT SUMBA'!'INIIJR
NOMOR : 122 TAI'iU}I 2006

'rEi\.i'A,NG

PEMBEI\TUKAN OIiGANISASI DAN'I-ATA KER.IA

UNIT PET,AKS/\NATEKNTS S,{NGGAR KEGIATAN BEI,AJAR

ANDA [,I PINGU DINAS I}F]NDIDIKAN KABIII'A'!'I.]N SUMBA ]'Ih{{iR
i

I

DENGAI\ IiAIdMA'I-I'UtrIAN YANG MAIIA ESA

}IUP,A'TI SUMBA TIMTJIT,

Menimbang

\.{engingat : 1.

b.

bahwa untuk meningkatkan clan rn€ncJekatkan pelayanan kepacla
ntasyarak.at di hidang Perrdidikarril,uar Sekolah pcrlr-r dibcnruk
unit Pelaksana I'cknis Dinas bcrbcritr-rk Sanggar Kcgiatar.r tlelaiar
(SKB) Kabupaten Sumba Tirnur:

bahwa Unit Peiaksana J'eknis Sanggar Kegiatan Relajar (SKII)
dibentuk berdasarkan keahlian dan kebr.rtulran untuk nrcnjalanka.rr
scbagian tLrgas I)ina.s l)cndidikan Kabupaten Sunrha T'irnut_:

bahwa bcrdasarkan pcrtinrbangan scbagainrana dinraksLrrl clalarl
huruf a dan lrunrl' b pcrlu nrcnrbcrrtuk Pcraturarr Ilupnti tcntang

' Pembentukan ljnit Pelaksana 'l'eknis Sanggar Kegiatan l]ela.iar
(SKB) Dirras Pendidikan Kabupatcrr Sunrha l-inrur:

Undang-tJndang Nornor 69 '['ahur.i l95fi tentang pcnrbentukan
Daerah-claerah'fingkat II rlalam wilayah Daeralr-daerah Tingkat I
Bali, Nusa I'enggara Barat dan Nusa 'l'enggara 'l'inrur (l,cmbaran
Negara RI l"alrun l95ll Norrrr;r' 122.'l'arlbahan l,urharii, Ncgara
Republik Indoncsia Nonror I(r55):

Undang-t-lndang Nonror 8 l'ahun l()74 tenraltLl lrokok-pokok
Kepegawaian ( l.ernbaran Negara ltepublih lndonesia 'l'ahuri 1974
Nomor 5-5. 'fanrbahan Lembaran Ncgara ItepLrblik Inclonesia
Nomor i04l ) sebagainrarra tclah diubah dcng.an IInclang-lJnclang
Nonror -11 Tahun 1999 tcntanr-t I)cruL-rahan Atas I 1ndarr1t.-titidang
Ncmor I l'ahr-rn I q'/-l tcntalts Pokok-l)okok Kcpcuau aian
{ tr-emharar-r Xegar:.1 i'ai:ur: lQQt} \r:rnor l(r-i. -l-ar-nhalran 

Lcnrbar.an
Negara R"-p*hlik trnii***si;: fi:lr:r'r 3&?i);; 
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Undang-[Jndang Nonror 20 'l'ahun 2003 tcr]tang Sisterl
Pendidikan Nasional ([.embarar-r Negara RepLrblik Indonesia
Tahun 200i. Nomor 78 'fambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nonror 4i0):

Undang-Undang Norlor 32 'l'ahun 2004 tentarrg Penrerintahan
Daeiah (I-enrbaran Negara l{epr"rblik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125,'farnbahan l,embaran Negara Republik Irrdonesia
Ncrnrcrr 4437) scbagairnana telah i tliLrirah clcrrgan l)craturarr
Penrerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 l-ahun 2005

tentang Perubalran Atas Undang-Undang Nonror i2 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Ncgara l{epublik
Indonesia Talrun 2005 Nonror 38. Tarrbalran Lenrbd'rarr Negara
Reprrblik Indonesia Nonror 4493) yans telah clitctapkan dengarr

Undang-Undang Nonror 8'l'ahun 2005 (l,cnrbaran Negara
Repubiik Indonesia T'ahun 2005 Nomor 108. l'arnbahan Lembaran
Negara Republik Indoncsin Nouror 45411):

Lindang-tJrrdang Ngnror ii ''l'alrr"rn 2004 tentarrg Perirnhangan
Keuangan antara l)cmcrirrtah clcnean l)crncrintahan
Daerah ( Lernbaran Nesam ltcpublik Inclonesia 'l'ahun 2004
Nomor 126" Tarnbahan l-ernbaran Negara RepLrblik Indonesia
Nomor 4438); 

i

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Talirun 1991 tentang Penclidikan
Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991
Nomor 95. Tambahan Lembararr lRepublik Indonesia Negara
Nornor 3461 ).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 falrun 2000 tentang Kclvenangalt
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nonror 54.
Tarnbahan Lembaran Ncgara I{epublik Irrclonesia Nonror 3952),

Peraturan Pemerintah Nonror 8 '['alrun 2003 tentang pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lentbararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tanrbahan l.enrbaran Negara
Republik Indoncsia Nonror 4262):

Peraturan Pemerintal-r Nonror 9 J'alrurr 2003 tentang wew-enang
Pengangkatan. Pemindahan, dan Pemberhentian pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik hjrdonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara jRepublik Indonesia Nomor4263) 

i

Peraturan Pemerintah Nonror 79 Talrun 2005 tentang Pecloman
Pembinaan dan Pengar.r,aasan Pneyeler-rggaraall Penrerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Irrdonesia J'ahun 2005
Iiomor 165. Tambahan l-ernbaran Negara Republil< Indonesia
Ncmor 45c)l)

11" Keputusan Bersama }tre*dikhud dan
35,1ieF."5{L.ll'ASFA}; &'iqqa renlnns
Farli*ng Brlajar dxn d*gka Kredil::3'a:

\lenko*asparr Nontor
.lahutrn l'un us io lialf

h



-T:T-
Keputusatt Ditjen Dikltrsepora Nottlor : Kcp-94/l:/()'l/1999
tentang Pedonran Penyttsunan dan Penyelenggaraan Kegiatarr

Operasional Sanggar Kegiatan Rela.iar (SKB):

Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4i2003 Nomor 17

Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pcurerintah

Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahr'trl 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan. Pemindahan dan Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil; 
l

I

Peraturan Daerah Kabupaten Sunrba{Timur Nomor 3J 'tahun 2000

tentang. Pembentukan Organisasi (an 'fata Keria Dinas Daerah

Kabupaten Sr.unba' Timur sebagalimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabr:paten Sunrbd 'fimttr Nonlor 9 'l'ahpn 2002

tentang Perubal-ran Pertama Atas ,Peraturan Daerah Kabupaten

Sumba Timur Nonror 32 Tahuni 2000 tentang Pembentukan

Organisasi clan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sumba Timur

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KER.IA 1JNIT PELAKSANA TEKNIS SANGGAR
KEGIATAN BELA.IAR ANDA I-I PINGIJ DTNAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBA TIMtiR 
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12.

13.

Menetapkan :

BAt] I

KE]"ENI-[JAN tIMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Tinrur:

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Surnba'l'inrur:

3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur;

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur,

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sttmba 
-l-in 

ttr:

Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Anda Li Pingtt -vang

disir:gkat {LiPT SKB Anda Li Pir":gui adalah Unit Pelaksana Tekni-s Dinas

Kabup*ten Suxrhadi mur:

Pendidikan /
L



,9.

Sanggar Kegiatan Belajar yang selanir.rtnva disingkat SKII adalah Unit pelaksana

Teknis Dinas Non Sckolah:

Kepala UPTD SKB adalah Kepala Sanggar Kegiatan Bela.jar sebagai [Jpit pelal<sana

Teknis Dinas Pendidikan Kabuparen Sumba'l'imur:

Kelompok Jabatan Fungsional aclalah sejumlah tenaga yang nrempunyai keahlian

dalam bidang tertentu untuk menunjang pelaksanaan tllgas-tLrgas Unit pelaksana

Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT- SKB)
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t]AB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati

Teknis Sanggar Kegiatan

Sumba Timur;

(2) Pembentukan UPT SKB lainnya akan dibentuk berdasarkan kebutr.rhan pelayanan

pendidikan nonformal.

ini dibentuk Organisasi d{n Tata

Belajar Anda Li Pingu lfinu,

Kerja Unit Pelaksana

Pendidikan Kabupaten

BAB III

KEDUDUKAN. TUGAS POKOK

Bagian. Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Bagian Keclua

Tr-rgas Pokok

Pasal 4

UPT SKB $tempe*yei tr:ges p*titlli mrlelisnnekan
plaksa*aa* kegi*tar per*c*tol:an dan p*:$eadatian
c*lr*l*h e*rr,{e .r*a* *!*}. -e*^ ."t; lr.-1-,.'-*--* c-...,, r.. , T

Unit Pelaksan Teknis Sanggar Kegiatan Belajar (UPT SKB) adalah Unit pelaksana
Teknis Dinas sebagai unsur pelaksana Teknis Sekolalr Nonformal;

UPT sKB sebagaimarra dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada dibawah dan bcrtanggung jawab kepada Keiala Dinas penc{ictikan ltabupaten
Sumba Timur.

DAN FUNGSI

(t)

(2)

sebagian tugas Dinas dalant
:aut# prr:trrem penciidik*n luar
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Bagian Ketiga

Fr-urgsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksr:d dalarl Pasal (4). IJPT SKB
mempunyai fungsi :

a. Mengidentifikasi dan mengklasifikasi calon warga bela.iar menurut kelompok minat.

bakat dan ketrampian; 1

b. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajhr masyarakat dalam rangka

terciptanya masyarakat gemar belaiar: 
l

Memberikan motivasi dan pembinaan masyarakat agar rlnau cian mampu \neniadi tenaga

pendidik dalam pelaksanaan asas saling membelajarkanl
Memberikan pelayanan informasi kegiatan Pendidikan !.trar Sekolah. Penruda dan Olah
Raga; 

i

Membuat contoh sebagai acuan dalam pelaksan{an berbagai program dan

pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan I-[rar Sekolah. Pemuda dan Olah
Raga; 

I

Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal:l
Penyediaan sarana dan fasilitas belajar; 

i

Pengintegrasian dan Sinkronsasi kegiatan sektoral dalam bidang Pendidikan Luar
Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;
Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana Pendidikan [-uar Sekolah,
Pemuda dan Olah Raga;
Pengelolaan administrasi UPT SKB;
Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.

Bagian Keempat

Wcs.'crrarrg

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana clirrraksr.rcl clalam Pasal 5. Unit Pelaksana l'eknis
SKB mempunyai wewenang :

a. Menyusun, merencallakan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan teknis di
bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah raga;

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olah
raga;

c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan kegiatan UPT SKB di
wilayah kerja kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.

c.

d.

e.

f.
ob'

h.

i.

j
k.

t



BA.IT IV

ST]SIINAN ORGANISASI

Pasal 7

Susunan Organisasi SKB Kabupaten Surntra J'itnur rercliri dari .

a. Kepala UPT SKB;
' b. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri clari : Pamong Bela.iar.

Pasal 8

Kepala UPT SKB mempunyai tugas rneminrpin pelaksanaan tgg{s dan

I

lurrgsi UPT SKB.

Pasal 9

Pamong Belajar mempunyai tugas pokok rnelaksanakan kegiatfn helajar mengajar, membuat

perconiohan 
-program 

dan r,relakukan penilaian dalam rahgka pengembangan model,

pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program Pendidikhn Lr,rar Sekolah. Pemuda dan

Oiah R.aga.

Pasal l0

(l) Kelompok .labatan Fungsional yang terdiri atas Pamons Bela.iar dan Jabatan

Fungsional lain diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakLr;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dibentr-rk berdasarkan keahliau .dan kebutr"rhan

menialankan tugas SKB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Kepala UPT SKB;

(3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudrpada ayat (l)
seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala UPT SKB;

dipirnpin oleh

Pasal I I

Bagan struktur organisasi SKB adalah sebagaipana lercantum dalam lampiran datr merupakan

bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 12

Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Bela.iar (IJPTSKB) ditetapkan lebili
lanjut dengan Keputusan Bupati

L
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TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT SKB wa.iib menerapkan prinsip koordinasi,
' integrasi. dan sinkronisasi baik dalani lingkr-rngan kerianya nlallpttn antar satuau

organisasi sesuai dengan tugas dan lirngsi nrasing-masing:

(2)

(3)

Kepala UPT SKB wajib membina. mendorong menggerakkan dan mengawasi

pelaksanaan tugas di unit kerjanya; 
l

Kepala UPT SKB wajib mengawasi bawahan dan billa ter.iadi penyimpangan agar

mengambil langkah-langkah yang diperlr-rkan sesuai {e,rgan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku; 
I

Setiap unsur pelaksana berkewajiban melaksanakan ,r!u, Au, f'ungsinya masing -
masing.

(4)

(1)

BAB VI

PENGANGKATAN . PEMI] ERI-I L]N 
"f 

I AN DAN I.,S F, I,ON E RING

Pasal 14

Pejabat struktural dan fungsional pada UP'l SKtl diangkat dan diberhentikan oleli
Bupati atas usul Kepaia Dinas sesuai dengan peratLrran perundang-undangan yang

berlaku;

Eselonering Kepala Sanggar Kegiatan Bela.iar (SKB) disesuaikan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VII

KI]"f I]N'IL]AN I,AIN-t,AIN

Pasat tS

Uraian tentang Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing iabatan serta hal-hal lain yang bch"rm

diatur dalam Peraturan ini akan diatur lcbilr lanjut oleh Bupati scpanjang nrengenai

pelaksanaannya.

(2)

I



t}AB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal I 6

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini. maka segala ketentuan yang lnengatur
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Sumba
Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

(2) Peraturan ini mulai berlaku se.jak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. niemerintahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatannya dalam l,embarran daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal : 1T Okbobe:r

UMBA TIMUR ,

HANG KLTNDA

2005

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 1T 0lrbober 2006

BERITA DAERAH KABUPATEN SUT{BA TIMUR
TAHLTN 2006 NOL{OR. . . .16.... ..SER}.. . .3.... };O\,{OR. . . . 01. : . . ...

RETARIS DAERAH

HAMAKONDA

*,
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